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PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG

INFO JUDICIAL REVIEW

(Resume Putusan Perkara Pengujian Undang-Undang Yang Ditolak Dalam Sidang

Mahkamah Konstitusi)

PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-XXI/2023

PERIHAL PENGUJIAN FORMIL UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG
PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG- UNDANG NOMOR 2

TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA MENJADI UNDANG-UNDANG
TERHADAP
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

2 OKTOBER 2023

PENDAHULUAN

Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Oktober 2023, pukul 17.41 WIB, Mahkamah
Konstitusi telah memutus dalam Sidang Pengucapan Putusan Pengujian Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi
Undang-Undang (selanjutnya disebut UU 6/2023) terhadap Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun
1945) dalam Perkara Nomor 46/PUU-XXI/2023. Dalam Sidang Pengucapan
Putusan Perkara Nomor 46/PUU-XXI/2023, perwakilan DPR RI dihadiri secara
virtual oleh jajaran di lingkungan Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-
Undang, Badan Keahlian, Sekretariat Jenderal DPR RI.

PEMOHON

Bahwa permohonan pengujian UU 6/2023 dalam perkara Nomor 46/PUU-
XXI1/2023 diajukan oleh 14 organisasi, yaitu Serikat Petani Indonesia (SPI) dan
lain sebagainya yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Janses E. Sihaloho,
dkk, Advokat, Konsultan Hukum, dan Pembela Hak-Hak Konstitusional yang
tergabung dalam TIM ADVOKASI GUGAT OMNIBUS LAW, untuk selanjutnya
disebut sebagai Para Pemohon.

PERTIMBANGAN HUKUM
Bahwa terhadap pengujian formil UU 6/2023 dalam permohonan a quo,
Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:
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[3.14] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan pembentukan UU 6/2023
tidak memenuhi syarat kegentingan memaksa sebagaimana diatur dalam Pasal 22
ayat (1) UUD 1945 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009.
Terhadap dalil para Pemohon a quo, Mahkamah mempertimbangkan sebagai
berikut:

[3.14.1] Bahwa berkenaan dengan isu Konstitusionalitas penetapan UU 6/2023
dianggap tidak memenuhi syarat kegentingan yang memaksa, Mahkamah telah
mempertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-
XXI/2023 yang diucapkan sebelumnya dalam sidang terbuka untuk umum pada
tanggal 2 Oktober 2023, dengan pertimbangan hukum yang pada pokoknya
sebagai berikut:

[3.15.1] Bahwa para Pemohon mempersoalkan Perppu 2/2022 sebagai cikal
bakal lahirnya UU 6/2023 telah ditetapkan oleh Presiden dengan melanggar
prinsip ihwal kegentingan yang memaksa sesuai dengan parameter yang
telah ditentukan dalam pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
138/PUU-VII/2009 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum
pada tanggal 8 Februari 2010. Terhadap dalil para Pemohon a quo,
Mahkamah berpendapat, pasca perubahan UUD 1945, prinsip kedaulatan
rakyat tidak lagi dilakukan oleh MPR semata, melainkan dilaksanakan
menurut undang-undang dasar [vide Pasal 1 ayat (2) UUD 1945], sehingga
kekuasaan negara dalam rangka pelaksanaan kedaulatan rakyat terdistribusi
kepada masing-masing cabang kekuasaan lembaga negara yang saling
mengawasi dan mengimbangi antara satu sama lain berdasarkan prinsip
“checks and balances” sesuai dengan fungsinya masing-masing yang mengacu
pada tujuan negara yang termuat dalam konstitusi. Perppu yang merupakan
hak prerogatif Presiden sebagai bentuk extraordinary rules dalam
menanggulangi keadaan Kkegentingan yang memaksa adalah bersifat
sementara, sehingga diperlukan proses legislative review yang berujung pada
persetujuan DPR untuk dapat berlaku definitif menjadi undang-undang atau
ditolak. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009 yang
memberikan parameter terhadap kegentingan yang memaksa adalah dalam
rangka memberikan tafsir konstitusional sebagai pedoman bagi Presiden
dalam membuat perppu dan sekaligus juga sebagai pedoman DPR dalam
mengawasi, menilai, dan memberikan persetujuan terhadap perppu sebelum
disetujui menjadi undang-undang. Artinya, ketika sebuah perppu telah
mendapat persetujuan DPR menjadi undang-undang, maka sejatinya perppu
tersebut secara substantif dan definitif telah menjadi undang-undang.
Sehingga, ruang penilaian terhadap parameter kegentingan yang memaksa
hanya ada di DPR dan telah selesai ketika DPR memberikan persetujuannya.
Andaipun Mahkamah hendak menilai, quad non, proses terbitnya perppu a
quo telah memenuhi syarat kegentingan yang memaksa karena UU 11/2020
telah diperbaiki dan diganti dengan Perppu 2/2022 [vide Konsiderans
Menimbang huruf f Perppu 2/2022], hal tersebut sejalan dengan asas lex
posterior derogat legi priori. Terlebih, membuat/revisi UU 11/2020 secara
prosedur biasa memerlukan waktu yang cukup lama, sedangkan keadaan
yang mendesak tersebut perlu Kkepastian untuk diselesaikan. Dengan
demikian, berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka dalil
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permohonan para Pemohon yang mempersoalkan Perppu 2/2022 sebagai
cikal bakal lahirnya UU 6/2023 telah ditetapkan oleh Presiden dengan
melanggar hal ihwal kegentingan yang memaksa sesuai dengan parameter

yang telah ditentukan dalam pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 138/PUU-VII/2009 adalah tidak beralasan menurut hukum.
[3.14.2] Bahwa berdasarkan kutipan pertimbangan hukum di atas, oleh karena

isu konstitusionalitas yang dipermasalahkan para Pemohon adalah berkenaan
dengan penetapan Perppu 2/2022 dianggap tidak memenuhi syarat kegentingan
yang memaksa sebagaimana amanat Pasal 22 ayat (1) UUD 1945 dalam Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009, maka pertimbangan hukum
tersebut mutatis mutandis berlaku pula untuk menjawab dalil para Pemohon a
quo.

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamabh, dalil
para Pemohon mengenai pembentukan UU 6/2023 tidak memenuhi syarat
kegentingan memaksa sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (1) UUD 1945 dan
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009 adalah tidak beralasan
menurut hukum.

[3.15] Menimbang bahwa para Pemohon selanjutnya mendalilkan pembentukan
UU 6/2023 tidak memenuhi persyaratan mendapat persetujuan Dewan
Perwakilan Rakyat dalam persidangan berikut sebagaimana diatur dalam Pasal
22 ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 52 UU 12/2011. Terhadap dalil para Pemohon a
quo, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.15.1] Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan a quo, Mahkamah telah
memberikan pandangannya terkait “persidangan yang berikut” sebagaimana
diatur dalam ketentuan Pasal 22 ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 52 ayat (1) UU
12/2011 yang telah diputus oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 54/PUU-XXI/2023 sebagaimana telah diucapkan sebelumnya, dengan
pertimbangan hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

[3.14.6] Bahwa terhadap dalil para Pemohon a quo, menurut Mahkamabh,
dalam tataran implementasi, proses pembentukan undang-undang yang
berasal dari perppu memiliki beberapa perbedaan antara yang satu dengan
lainnya. Hal demikian disebabkan karena karakter masing-masing perppu
yang menjadi substansi undang-undang a quo memiliki perbedaan terkait
dengan materi muatan yang berimplikasi pada terbitnya pengaturan yang
luar biasa (extraordinary rules) yang disebabkan adanya perbedaan kondisi
krisis atau situasi yang genting serta cara untuk mengantisipasi situasi dan
kondisi tersebut sebagaimana telah diuraikan dalam sub-Paragraf [3.14.3] di
atas. Pada kenyataannya, dalam perkara Nomor 43/PUU-XVIII/2020 yang
telah diputus oleh Mahkamah dalam sidang terbuka untuk umum pada
tanggal 28 Oktober 2021 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan
Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease
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(COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang
Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan
Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU 2/2020), Kkondisi
kegentingan yang dihadapi adalah pandemi Covid-19 yang bukan hanya
membahayakan Kkesehatan dan Kkeselamatan jiwa, namun juga
membahayakan perekonomian nasional sehingga diperlukan tindakan dan
pengaturan yang luar biasa untuk menangani kegentingan yang terjadi
sekaligus memulihkan kondisi ekonomi nasional pasca pandemi Covid-19.
Fokus pengaturan dalam UU 2/2020 adalah memberi fondasi hukum bagi
pemerintah terhadap otoritas perbankan dan otoritas keuangan untuk
mengambil langkah luar biasa guna menjamin kesehatan masyarakat,
menyelamatkan perekonomian nasional, dan stabilitas sistem keuangan
dalam waktu yang secepat-cepatnya. Oleh Kkarena itu, dalam
mempertimbangkan Perkara Nomor 43/PUU-XVIII/2020 a quo, Mahkamah
memahami kebutuhan waktu yang sangat mendesak yang diperlukan oleh
Presiden untuk dapat segera menangani kondisi pandemi serta memulihkan
kondisi perekonomian nasional pasca pandemi Covid-19. Sehingga
Mahkamah berpendirian semakin cepat proses pembentukan UU 2/2020
maka Pemerintah memiliki landasan hukum yang jelas dan fleksibilitas
melakukan recovery terhadap situasi dan kondisi perekonomian, sehingga
dapat segera menangani dampak yang ditimbulkan oleh pandemi Covid-19
dalam rangka mempercepat keadaan negara keluar dari Kkrisis dan
memburuknya perekonomian nasional. Atas dasar pertimbangan tersebut,
Mahkamah dalam pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
43/PUU-XVIII/2020 a quo menyatakan bahwa dalam hal jangka waktu
persetujuan RUU yang berasal dari perppu disetujui atau tidak disetujui
menjadi undang-undang adalah pada sidang pengambilan keputusan di masa
sidang DPR yang sedang berjalan atau pada sidang pengambilan keputusan di
masa sidang DPR setelah masa reses dimaksud berakhir apabila diajukan
oleh Presiden pada masa reses.

[3.14.7] Bahwa berbeda halnya dengan pembentukan UU 6/2023 yang
berasal dari Perppu 2/2022 yang memiliki cakupan substansi pengaturan
lebih luas yaitu mencakup 78 undang-undang yang meliputi berbagai sektor
dan berisikan berbagai isu hukum dengan tujuan untuk mengatasi konflik
(disharmonisasi) peraturan perundang-undangan serta menciptakan model
pengurusan perizinan yang lebih terpadu, efektif, dan efisien dalam rangka
menunjang ekosistem perekonomian dan iklim investasi di Indonesia. Oleh
karenanya, Mahkamah dapat memahami adanya kebutuhan waktu yang
diperlukan oleh DPR dalam melakukan pembahasan dan pengkajian yang
lebih mendalam yang berujung pada penilaian atas RUU 6/2023 yang
diajukan oleh Presiden di penghujung berakhirnya Masa Persidangan II DPR
Tahun 2022-2023. Terlebih, berdasarkan Pasal 52 UU 12/2011, sebenarnya
Presiden memiliki waktu untuk mengajukan RUU tentang penetapan perppu
menjadi undang-undang dapat dilakukan bersamaan dengan waktu
penetapan perppu atau dilakukan sampai dengan berakhirnya satu masa
persidangan DPR setelah perppu ditetapkan. Faktanya, Presiden mengajukan
RUU 6/2023 pada penghujung masa persidangan II DPR (9 Januari 2023). Hal
demikian menurut Mahkamah menunjukkan adanya itikad baik (good faith)

4

]
J
]
]
3
]



dari Presiden untuk segera mendapatkan kepastian hukum terhadap perppu
yang telah ditetapkan. Sementara, tenggang waktu yang disediakan oleh UU
12/2011 untuk mengajukan RUU a quo adalah sampai dengan berakhirnya
masa persidangan III DPR, karena perppu dimaksud harus terlebih dahulu
diajukan oleh Presiden ke DPR dalam persidangan yang berikut [vide Pasal
52 ayat (1) UU 12/2011]. Sehingga, dalam batas penalaran yang wajar,
Mahkamah dapat menerima rangkaian tahapan proses pembahasan sampai
dengan persetujuan yang telah dilakukan DPR sebagaimana fakta hukum
secara Kkronologis dalam proses pembentukan UU 6/2023 yang telah
diuraikan pada sub-Paragraf [3.14.5] di atas. Adanya penambahan jangka
waktu pembahasan sampai dengan pengambilan keputusan menyetujui atau
menolak RUU 6/2023 yang memerlukan 2 (dua) Masa Sidang setelah
penetapan Perppu 2/2022, yaitu pada Masa Sidang IV DPR tahun 2022-2023
dan tidak terdapat adanya upaya untuk membuang-buang waktu (wasting
time) dalam membahas dan memberikan persetujuan Perppu 2/2022
menjadi UU 6/2023 serta tidak melampaui atau masih dalam tenggang waktu
masa sidang IV bagi undang-undang a quo sehingga memiliki dasar alasan
yang kuat, rasional dan adil serta masih dalam pengertian “persidangan yang
berikut” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) UUD 1945.
Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka dalil para Pemohon yang
menyatakan proses persetujuan Perppu 2/2022 menjadi undang-undang
pada tanggal 21 Maret 2023 yang terkait dengan “persidangan yang berikut”
tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan adalah tidak
beralasan menurut hukum.

[3.15.2] Bahwa dengan mengutip pertimbangan hukum di atas, oleh karena
substansi yang dipersoalkan oleh para Pemohon pada hakikatnya sama dengan
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-XXI/2023 sebagaimana telah
diucapkan sebelumnya. Terlebih, esensi yang dimohonkan dalam perkara a quo
adalah sama dengan perkara Nomor 54/PUU-XXI/2023 yakni mempersoalkan
terkait “persidangan yang berikut”’. Dengan demikian, pertimbangan hukum
dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-XXI/2023 mutatis mutandis
berlaku dalam pertimbangan hukum permohonan a quo.

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamabh, dalil
para Pemohon mengenai Pembentukan UU 6/2023 tidak memenuhi persyaratan
mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan [3.16]
Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan UU 6/2023 bertentangan dengan
prinsip kedaulatan rakyat, negara hukum, dan jaminan kepastian hukum
sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3), dan Pasal 28D ayat
(1) UUD 1945 karena tidak menghormati Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
91/PUU-XVIII/2020. Terhadap dalil para Pemohon a quo, Mahkamah
mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.16.1] Bahwa berkenaan dengan isu anggapan penetapan Perppu 2/2022 yang
kemudian ditetapkan menjadi UU 6/2023 tidak sesuai dengan Amar Putusan
Mahkamah Nomor 91/PUU-XVIII/2020 telah dipertimbangkan oleh Mahkamah
dalam Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 54/PUU-XXI/2023 sebagaimana telah
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diucapkan sebelumnya. Dalam putusan a quo, Mahkamah telah
mempertimbangkan antara lain sebagai berikut:

[3.15.2] Bahwa para Pemohon juga mendalilkan Perppu 2/2022 sebagai cikal
bakal lahirnya UU 6/2023 telah ditetapkan oleh Presiden dengan melanggar
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang

memerintahkan pembentuk undang-undang memperbaiki kembali
prosedural formal pembentukan UU 11/2020, bukan menerbitkan perppu.
Terhadap dalil para Pemohon a quo, Mahkamah berpendapat, dalam sub-
Paragraf [3.20.3] pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
91/PUU-XVIII/2020 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk
umum pada tanggal 25 November 2021, Mahkamah mempertimbangkan
sebagai berikut:

[3.20.3] Bahwa dengan pertimbangan hukum tersebut di atas, dengan
ini Mahkamah memerintahkan agar segera dibentuk landasan hukum
yang baku untuk dapat menjadi pedoman di dalam pembentukan
undang-undang dengan menggunakan metode omnibus law yang
mempunyai sifat kekhususan tersebut. Oleh karena itu, berdasarkan
landasan hukum yang telah dibentuk tersebut UU 11/2020 a quo
dilakukan perbaikan guna memenuhi cara atau metode yang pasti,
baku dan standar, serta Kketerpenuhan asas-asas pembentukan
undang-undang, sebagaimana amanat UU 12/2011, Kkhususnya
berkenaan dengan asas keterbukaan harus menyertakan partisipasi
masyarakat yang maksimal dan lebih bermakna, yang merupakan
pengejawantahan perintah konstitusi pada Pasal 22A UUD 1945.
Dengan demikian, untuk memenuhi kebutuhan tersebut Mahkamah
memandang perlu memberi batas waktu bagi pembentuk UU
melakukan perbaikan tata cara dalam pembentukan UU 11/2020
selama 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan. Apabila dalam
waktu 2 (dua) tahun, UU 11/2020 tidak dilakukan perbaikan, maka
Mahkamah menyatakan terhadap UU 11/2020 berakibat hukum
menjadi inkonstitusional secara permanen.

Berdasarkan pertimbangan hukum dalam putusan a quo, Mahkamah pada
pokoknya memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk segera
membentuk (i) landasan hukum baku yang dijadikan pedoman pembentukan
undang-undang dengan metode omnibus Ilaw serta kemudian (ii)
memperbaiki tata cara pembentukan UU 11/2020 dalam jangka waktu 2
(dua) tahun sejak putusan a quo diucapkan, yaitu sampai dengan tanggal 25
November 2023. Dalam menindaklanjuti putusan a quo, pembentuk undang-
undang selanjutnya melakukan revisi terhadap UU 12/2011 dengan
menerbitkan UU 13/2022 yang di dalamnya mengatur mengenai metode
omnibus dan berlaku sejak tanggal 16 Juni 2022. Selanjutnya pada tanggal 30
Desember 2022, Presiden menetapkan Perppu 2/2022 yang di dalamnya
memuat perbaikan atas kesalahan penulisan dan kutipan dalam merujuk
pasal yang sifatnya tidak substansial, sesuai amanat Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Kemudian Perppu 2/2022 diajukan
kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan menjadi undang-undang dan
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setelah menempuh rangkaian proses pembentukan, pada tanggal 31 Maret
2023 diundangkanlah UU 6/2023 yang merupakan hasil revisi pembentuk
undang-undang terhadap UU 11/2020. Dengan mencermati sequence waktu
tersebut, maka menurut Mahkamah, kedua hal yang diamanatkan oleh
Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020
telah dilaksanakan oleh pembentuk undang-undang sebagai adressat
putusan a quo, yaitu membentuk landasan hukum metode omnibus dan
memperbaiki tata cara pembentukan UU 11/2020 sebelum jangka waktu 2
(dua) tahun berakhir.

[3.15.3] Bahwa persoalan selanjutnya yang disampaikan oleh para Pemohon
adalah terkait dengan metode revisi UU 11/2020 dengan menggunakan
bentuk hukum perppu. Terhadap persoalan tersebut, menurut Mahkamah,
perppu merupakan kewenangan konstitusional dan eksklusif yang melekat
pada jabatan Presiden. Meskipun kewenangan Konstitusional Presiden,
namun kewenangan menerbitkan perppu tetap terdapat syarat
konstitusional yang harus diperhatikan oleh Presiden dalam menggunakan
kewenangan konstitusionalnya yaitu adanya Kkegentingan yang memaksa
sebagaimana telah dipertimbangkan Mahkamah pada sub-Paragraf [3.14.1]
di atas. Artinya, norma Kkonstitusi memang memberikan pilihan kebijakan
hukum (diskresi) kepada Presiden sebagai pemegang Kkekuasaan
pemerintahan tertinggi (presidential leadership legal policy) apakah akan
menggunakan perppu atau tidak dalam merevisi UU 11/2020. Apabila
langkah yang diambil Presiden adalah dengan menggunakan perppu, maka
penilaian subjektivitas Presiden terhadap hal ihwal kegentingan yang
memaksa, selanjutnya harus mendapatkan persetujuan DPR. Persetujuan
DPR tersebut adalah dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan sebagai
wujud pelaksanaan prinsip checks and balances. Berdasarkan fakta dalam
persidangan, terungkap bahwa pertimbangan Presiden untuk mengambil
langkah dengan menetapkan Perppu 2/2022 dilakukan terlebih dahulu
untuk merevisi UU 11/2020 adalah karena terjadinya Kkrisis global yang
berpotensi berdampak signifikan terhadap perekonomian Indonesia akibat
situasi geopolitik yang tidak menentu dikarenakan (salah satunya faktor
pemicu) adanya Perang Rusia-Ukraina serta ditambah situasi (pasca) Kkrisis
ekonomi yang terjadi karena adanya pandemi Covid-19 yang menerpa dunia
termasuk Indonesia dan tidak diketahui kapan berakhirnya [vide keterangan
tertulis DPR hlm. 11 dan keterangan Ahli Presiden dalam persidangan
tanggal 23Agustus 2023]. Sementara di sisi lain juga harus melakukan ikhtiar
untuk mempertahankan performa perekonomian negara agar tidak jatuh
sebagaimana negara-negara lainnya, sehingga perlu bauran kebijakan yang
antisipatif dan solutif sekaligus memberikan kepastian hukum dalam
pelaksanaan UU 11/2020 [vide keterangan tertulis Presiden hlm. 17]. Latar
belakang demikian kemudian menjadikan perbaikan UU 11/2020 tidak dapat
dilakukan secara biasa, tetapi harus dilakukan dengan cara luar biasa
melalui penerbitan perppu oleh Presiden. Dalam hal perbaikan UU 11/2020
dilakukan dengan membuat undang-undang secara biasa (as usual), maka
momentum antisipasi atas dampak Krisis global yang tidak menentu dan
berubah secara cepat, serta kepastian hukum pasca Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 dapat hilang atau setidak-tidaknya
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berkurang, sehingga upaya pemerintah untuk mengambil kebijakan strategis
akan terlambat dan ujungnya berisiko bagi perekonomian negara. Hal
demikian justru malah akan membawa Indonesia ke dalam situasi Kkrisis
dalam negeri yang akan berdampak terjadinya penurunan tingkat
perekonomian dan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat menjadi
terganggu, serta terbatasnya penciptaan lapangan Kkerja, terjadinya
pemutusan hubungan Kkerja (PHK) yang akibat selanjutnya dapat
menimbulkan masalah sosial dan politik. Bahkan situasi tersebut juga akan
berdampak langsung tidak hanya pada kelompok Usaha Mikro, Kecil, dan
Menengah dan kelompok masyarakat rentan lainnya karena mereka akan
berhadapan langsung dengan dampak ketidakpastian situasi global, tetapi
juga pada investor yang merasakan urgensi dalam mencari kepastian hukum
untuk mengevaluasi kembali peluang investasi mereka di Indonesia setelah
masa sulit yang panjang pasca Covid-19. Selain itu, untuk menghindari
timbulnya stagnasi pemerintahan setelah lahirnya Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang juga memerintahkan pemerintah
untuk menangguhkan terlebih dahulu pelaksanaan UU 11/2020 yang
berkaitan dengan hal-hal yang bersifat strategis dan berdampak luas,
termasuk tidak dibenarkannya membentuk peraturan pelaksana baru serta
pengambilan kebijakan yang dapat berdampak luas dengan mendasarkan
pada norma UU 11/2020 yang membatasi ruang gerak pemerintah dalam
melakukan antisipasi terhadap situasi dan kondisi tersebut.

[3.15.4] Bahwa pertimbangan Presiden dalam menetapkan Perppu 2/2022
tersebut kemudian telah dilakukan fungsi pengawasan dan penilaian
(review) oleh DPR dan telah menempuh rangkaian proses pembentukan
undang-undang di DPR hingga akhirnya mendapatkan persetujuan melalui
UU 6/2023 yang merupakan bentuk akhir dari revisi yang dilakukan oleh
pembentuk undang-undang terhadap UU 11/2020. Oleh karenanya,
Mahkamah menilai, penetapan Perppu 2/2022 a quo merupakan pilihan
kebijakan hukum Presiden (presidential leadership legal policy) yang sesuai
dengan konstitusi dan merupakan satu kesatuan rangkaian dari upaya
pembentuk undang-undang dalam melakukan revisi terhadap UU 11/2020
yang pada akhirnya berujung pada diundangkannya UU 6/2023 sebagai hasil
akhir perubahan terhadap UU 11/2020 sebagaimana diamanatkan dalam
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Terlebih,
berdasarkan Pasal 7 ayat (1) juncto Pasal 11 UU 12/2011, kedudukan perppu
adalah sederajat dengan undang-undang dan materi muatan perppu sama
dengan materi muatan undang-undang. Artinya, perbaikan terhadap UU
11/2020 yang dituangkan ke dalam bentuk hukum Perppu 2/2022 yang
kemudian telah disetujui oleh DPR menjadi UU 6/2023 adalah memiliki
kedudukan dan materi muatan yang sama dengan perbaikan dalam bentuk
undang-undang, karena pilihan bentuk hukum, apakah dalam bentuk
undang-undang atau perppu adalah domain pembentuk undang-undang dan
pada dasarnya telah sesuai atau setidak-tidaknya tidak melanggar Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Terlebih, menurut
Mahkamah, tidak terdapat pelanggaran terhadap prinsip kedaulatan rakyat,
negara hukum, dan jaminan kepastian hukum karena proses pembahasan
perppu yang menjadi undang-undang justru merupakan wujud pelaksanaan
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kedaulatan rakyat sekaligus memberikan kepastian hukum dalam negara

memerintahkan pembentuk undang-undang untuk memperbaiki kembali
prosedural formal pembentukan UU 11/2020, bukan dengan menerbitkan
perppu adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.16.2] Bahwa berdasarkan kutipan pertimbangan hukum di atas, oleh karena
isu konstitusionalitas yang dipermasalahkan para Pemohon adalah berkenaan
dengan ketidaksesuaian antara penetapan UU 6/2023 dengan Amar Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, maka pertimbangan tersebut
mutatis mutandis berlaku pula untuk menjawab dalil para Pemohon a quo.

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamabh, dalil
para Pemohon mengenai UU 6/2023 bertentangan dengan prinsip kedaulatan
rakyat, negara hukum, dan jaminan kepastian hukum sebagaimana dijamin oleh
Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 karena tidak
menghormati Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 adalah
tidak beralasan menurut hukum.

[3.17] Menimbang bahwa terkait dengan pertimbangan hukum yang dijadikan
dasar dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-XXI/2023
sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.14], Paragraf [3.15] dan Paragraf [3.16]
di atas, Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Hakim Konstitusi Saldi Isra, Hakim
Konstitusi Enny Nurbaningsih, dan Hakim Konstitusi Suhartoyo memiliki
pendapat berbeda (dissenting opinion). Terhadap perkara a quo, keempat Hakim
Konstitusi tersebut tetap memiliki pendapat yang sama sebagaimana dalam
pendapat berbeda (dissenting opinion) dalam Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 54 /PUU-XXI/2023 yang telah diucapkan sebelumnya.

[3.18] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas,
Mahkamah berpendapat, telah ternyata proses pembentukan UU 6/2023 secara
formil tidak bertentangan dengan UUD 1945. Oleh karena itu, UU 6/2023 tetap
mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dengan demikian, dalil-dalil para
Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

[3.19] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih
lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

. AMAR PUTUSAN
Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.

. PENUTUP

Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi merupakan putusan yang bersifat final dan

mengikat (tidak ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh) serta langsung

hukum yang demokratis. Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil
permohonan para Pemohon yang menyatakan Perppu 2/2022 sebagai cikal
bakal lahirnya UU 6/2023 telah ditetapkan oleh Presiden dengan melanggar
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang
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memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno
terbuka untuk umum dan bersifat erga omnes (berlaku bagi setiap orang) yang
wajib dipatuhi dan langsung dilaksanakan (self executing) oleh seluruh organ
penyelenggara negara, organ penegak hukum, dan warga Negara. Oleh karena itu,
Putusan MK dalam Perkara Nomor 46 /PUU-XXI/2023 yang menyatakan menolak
permohonan para Pemohon untuk seluruhnya terhadap pengujian formill UU
6/2023 mengandung arti bahwa proses pembentukan UU a quo tidak
bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945

A

PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG
BADAN KEAHLIAN
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI
2023

i
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